BAB IV
ANALISIS TERHADAP AKAD MBAGENI DALAM JUAL BELI

PERBAKALAN DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Terhadap Praktek Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan di
K ecamatan Bonang Kabupaten Demak

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, nardamikian
hidupnya harus bermasyarakat. Seperti diketahuinusia pertama yaitu
Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengamusia lain yaitu
istrinya yang bernama HawaDalam hal ini Allah SWT telah menjadikan
manusia masing-masing berhajat kepada yang laiar atereka tolong
menolong, tukar menukar keperluan dalam segalaanriepentingan hidup
masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyd&es;ocok tanam, baik
dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahateaum.

Proses kehidupan selanjutnya manusia dalam peajaan akan
semakin bertambah keperluannya yang bermacam-masziningga mereka
melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan dannda@ngkan
kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual belanayang menimbulkan
sa’adahantara manusia dan dengan jual beli pula teratuglpdupan mereka
masing-masing, mereka dapat berusaha mencari dekgan aman dan

tenand’

! Soerjono Soekant&osiologi Suatu Pengantalakarta: CV. Rajawali, 1982, cet. Ke- 4,
him. 99.

2 Hasbi Ash Shiddieqyralsafah Hukum IslanSemarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001,
him. 410
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Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di makgarbaik itu
berupa makanan, sandang maupun papan, terdapaidaanamacam bentuk
transaksi, diantaranya ada transaksi/akad jual &ed akadl-qordh (utang-
piutang), danada akadSyirkah/Musyarakah(perserikatan). Seperti yang
berkembang pada masyarakat nelayan Kecamatan Bé@dngaten Demak,
sebagai masyarakat nelayan mereka membutybdwoakalan(perlengkapan)
yang digunakan untuk melaut, sedangkan untuk mextkiap perbakalan
mereka tidak bisa membayar dengan tunai, makadigtal beli perbakalan
dengan cara utang. Dalam jual belerbakalan ini menggunakan akad
mbageni yaitu pembeli (pihak perahu) memberikan prosenthasil laut
kepada penjual sebagai bentuk pencicilan selamahnpasmya tanggungan
utang dalam setiap kali mendapatkan hasil dariuela

Kata perbakalan dan mbageni menurut masyarakat nelayan
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan isiiah sebuah nama
lokal yang digunakan dalam praktek utang-piutangeteut, dan ini sudah
menjadi kebiasaan.

Dari beberapa jenis akad yang telah disebutkantadi, anaka akad
mbagenidalam jual beliperbakalanyang terdapat pada masyarakat nelayan
kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya desgolviduk, desa
Morodemak dan desa Purworejo termasuk altagbrdh (akad utang-piutang)
atau akad dengan pembayaran tidak kontan, karead akgordh (akad

utang-piutang) yang terdapat pada masyarakat melkg@amatan Bonang ini
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ada unsur keterikatan barang yang diutangkan daan@atersebut adalah
milik perorangan.

B. Analisis Motivass Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan di
K ecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Menurut data lapangan bahwa masyarakat nelayanmiataa Bonang
kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, Blesademak dan desa
Purworejo melakukan akatibagenidalam jual beliperbakalandisebabkan
oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada masyarakat
nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak khususihy®esa
Margolinduk, Desa Morodemak dan Desa Purworejo disebabkan
karena faktor ekonomi yang kurang mendukung. Padahtak sekal
melaut mencari ikan mereka membutuhkan dana yakgpchesar untuk
membeli modaperbakalanyang dibutuhkan.

Mengingat keterbatasan dana, sehingga tidak mampuk u
membeli secara tunai barapgrbakalanatau semua perlengkapan yang
dibutuhkan dalam melaut, maka dalam jual bpérbakalan pada
masyarakat ini dilakukan dengan cara utang. Dempgatimbangan pihak
nelayan belum tentu mendapatkan hasil dalam seladiut dan tidak bisa
melunasi utangnya, maka utang dibayar dengan sistbageni yaitu

mencicil utang minimal 5% setiap mendapatkan rtesil melaut.
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Masyarakat nelayan kec. Bonang Kab. Demak khususiega
Margolinduk, Mororodemak dan Purworejo tergolongaggai masyarakat
kelas bawah. Untuk mendapatka@rbakalanmereka tidak bisa membeli
secara tunai kepada penjual, karena masih menumagjuikan dari laut.
Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mensieilap kali
mendapatkan hasil. Bentuk cicilan dimaksudkan agaha penjual terus
berjalan. Pihak pembeli merasa untung karena meikkap perlengkapan
melaut dengan cara mencicil, pihak penjual menéapapelanggan dan
usahanya bisa terus berjalan.

Hal ini sesuai dengan konsep akad dengan agaswun (saling
menguntungkan) dan asalsridha’iyyah (konsensualisme).

. Faktor Sosial Keagamaan

Mengingat manusia adalah sebagai makhluk sosia ydak bisa
hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dedemenuhi kebutuhan
sehari-hari, yang notabene masyarakat desa Madydlin desa
Morodemak dan desa Purworejo kecamatan Bonang ksupemak ini
adalah sebagai masyarakat nelayan yang bisa dikikagy sebagai
masyarakat pedesaan yang agamis, masih kental rdéraghsi gotong-
royong, saling tolong menolong, saling percaya rantatu sama yang
lain, saling menijalin tali silaturahmi antara seaam

Maka untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan nelggrag akan
digunakan untuk melaut dan mencari ikan, mereka lme@tak suatu jual

beli perbakalan(perlengkapan melaut) dengan sistem utang, pemdraya
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dilakukan dengan cammbageni yaitu mencicil setiap kali mendapatkan
hasil dari melaut. Pihak perahu mendapatkan utarigampa barang
perbakalanyang dibutuhkan untuk melaut dengan proses cdpatpihak
perahu sanggup mencicil utangnya minimal 5% setiapdapatkan hasil
dari melaut.

Akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada masyarakat
nelayan kecamatan Bonang ini terjadi karena ataardalong menolong
dan saling percaya antar sesama umat manusia daddnkebaikan,
khusunya dalam bermuamalah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Aditlah ayat 2
yang berbunyi:

0%2% L Ol p;s 5 1535 Vg (534015 ;J\ SE 15355

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan

kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong
menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran
(permusuhari) (Qs. Al-Maidah: 2}

3. Faktor Kebudayaan

Masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak
khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak eéaa &urworejo ini
masih bersifat tradisional, sehingga cara berfijiaripun masih bersifat

tradisional. Mereka masih berpegang/bergantung pddbkebiasaan yang

telah berlaku sejak lama.

% Departemen Agama Republik IndoneséQuran dan Terjemahnys&Semarang: CV.
Toha Putra, 1989, him. 157
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Sebagaimana proses akatbagenidalam jual beliperbakalan
pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupateak khususnya
di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Pejwadni juga
disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadatf).( Jual beli
perbakalandengan akadhbagenisudah berlangsung sejak lama dan tidak
diketahui kapan dimulainya. Sehingga menjadi adsttadat yang
berkembang dan tidak bisa untuk dihindari.

Mereka menganggap bahwa praktek akdmhgenidalam jual beli
perbakalanadalah hal yang biasa dan wajar yang tidak adagsaiahan
hukumnya. Atas dasar inilah praktek akatbagenidalam jual beli
perbakalan pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten
Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan rhkbhdisi seperti ini,
maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawastau cakrawala
pandang yang sederhana dan praktis. Sehingga meastan
perekonomian di masyarakat nelayan kecamatan Boraigipaten
Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodenk Desa
Purworejo.

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasadm da
masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukumajilea istiadat itu
tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Sebagandalam kaidah figh

disebutkan yaitu:

ﬁ/ 'y /a
R s3I
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Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukdm

Menurut penulis, akathbagenidengan bentulprosentase cicilan
dalamjual beli perbakalandi kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang
telah menjadi adat kebiasaan dapat ditetapkan aebakum, karena tidak
bertentangan dengan syari'at Islam. Apabila yamgde akad mbageni
dalam bentuk pelebihan diluar utang, maka tidalatidpietapkan sebagai
hukum karena tidak sesuai dengan syari’at Islam rdanjerumus pada
riba.

C. Analiss Hukum Islam terhadap Akad Mbageni dalam Jual Béli
Perbakalan pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak.

Kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilkkn oleh penjual
perbakalandan pembeli (dalam hal ini pihak perahu), ada Wersebuah
kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antaua lkedlah pihak dalam
melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual meankah harggerbakalandan
pembeli menerimanya harga tersebut, atau sebaliknya

Islam mengajarkan unsur-unsur jual beli, yaitu urjgal beli terdiri
dari beberapa di antaranya:

1. ljab (ungkapan pembeli dari pembeli)
2. Qabul (pernyataan penjual dari penjual) atau juga lnelalui saling

memberikan barang dan harga antara penjual dangbemb

* Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahm@mgsar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islaoet.
I, Bandung: Al Ma’arif, 1986, him. 517-518
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3. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat baghusia sehingga
bangkai, minuman keras, dan darah tidak termassiase yang boleh
diperjual belikan karena barang-barang tersebuwktidermanfaat bagi
muslim?

Menurut jumhur ulama’, rukun jual beli atau unsualjbeli itu ada
empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

2. Sighat (lafadz ijab dan kabul)

3. Mahal al-'Agdataual-Ma'qud 'alaih(ada barang yang dibeli)

4. Ada nilai tukar pengganti barafig

Pada kasus jual beperbakalandi Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak, unsur-unsur yang ada dalam jual beli sudahas dengan ketentuan
hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudeyeadii.

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk metigara jual beli,
antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesdtainp@n antara keduanya
dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dammpeemudah penjualan.
Barang sebelum diberikan kepada pembeli harus leatinga terlebih dahulu.
Supaya pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipn barang yang akan
dibeli harus dijelaskan terlebih dahulu kepada peiminulai dari kebaikan

atau keburukan barang itu.

® Abdul Aziz DahlanEnsiklopedi Hukum Islamlakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve,
1997, him. 827-828

®Ibid, him. 828

" Hasbi Ash ShiddieqyPengantar Figh Muamalghlakarta: Bulan Bintang, 1974, him.
21.
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Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syadat,kesepakatan
ijab dan gabul pada barang dan kerelaan berupaddean harga barang, dan
ini dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik tokandpembeli di awal
mbako] selain itu jenis barang yang diperjual belikarlade perbakalan
merupakan barang bermanfaat terutama bagi nelaatidhk ada unsur najis
dan mudharat sebagaimana yang disyaratkan dalaomhigkam.

Kesesuaian ini dikarenakan proses jual beli yatakdkan dalam jual
beli perbakalandilakukan secara transparan (ada penjual dan pendbe
keduanya melakukan akad) barang atau harta yarggjup belikan berupa
keperluan melaut yang merupakan barang yang beaatabfgi kebutuhan
manusia akan sandang, dan itu tidak bertentangagadeunsur jual beli.

Dalam Hukum lIslam juga diajarkan bagaimana cara bagaran
dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjath fpedesadengan jual beli
perbakalannyaproses pembayaran dilakukan dibelakang atau wudangan
sistemmbageniatau prosentase di setiap hasil yang didapatkam miteak
perahu dengan kisaran cicilan minimal 5%. Bentuksangat meringankan
para kaum nelayan karena mereka bisa melaut tanpagetuarkan
keseluruhan modal untuk memenuhi kebutuhan meRada dasarnya akad
utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatsyagatan di luar utang-
piutang itu sendiri yang menguntungkan pihakugridh (pihak yang

mengutangi). Misalnya persyaratan memberikan kewgatio (manfaat)
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apapun bentuknya atau tambahan, fugaha sepakatdganiian ini haram
hukumnya®

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilgrabahkan
dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntangkYang pada
gilirannya berakibat kepada hubungan persaudarddal. yang perlu
diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukaliviis produksi, seperti
pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makdan minuman, dan
juga dapat melakukan aktivitas distribusi, segegtidagangan. Namun, untuk
memulai usaha seperti ini diperlukan modal, selzepam kecilnya.

Y WAV U e PPN I WA I B WA

Artinya: “Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali
ada dalil yang menunjukkan keharamah”

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan Ilusshingga
memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangamara Hal ini
menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, n&et@mtuan hukumnya
tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits maka hadaja dilakukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

oot ales asdias s B 2 21 V5 s S8 Y wiy o (S £33
..6/3 2

Artinya: “Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada
nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan

8 Ghufron A. Mas’adiFigh Muamalah Kontekstualakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
cet. I, 2002, him. 169

® Jaih Mubarok,Kaidah Figh (Sejarah dan Kaidah Asaijakarta: PT Raja Grafindo
Persada, Cet I, 2002, him. 135
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berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh
syara’ tidak dijelaskan ataupun dilararig)°

Kelonggaran syari’at Islam itu dimaksudkan agaartsltetap relevan
sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupansmasangat dinamis
seiring dengan perubahan dan perkembangan zantangga tidak mustahil
gaya hidup manusia selalu mengalami perubahantuBpgia dengan hukum
harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Damiula dengan hukum
Islam yang bersifat fighiyah, harus senantiasa m@ang perubahan agar
Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya

Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanaatea dari
keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekisamreya. Jika tidak
tersedia, maka peran institusi keuangan menjadjaggrenting, karena dapat
menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Praktek-praktektadayun yang lazim berkembang di tengah-tengah
masyarakat antara laif:

Pertama,seseorang hendak membeli sesuatu tetapi tidak mempu
uang yang cukup untuk membayar harga secara tiahaija membayarnya
dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih malnigbalda harga tunai.

Kedua,seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia memiajan
berutang kepada orang lain selama batas waktuntiertéedua praktek utang

piutang di atas adalah boleh.

10 Zarkasi Abdul SalamPengantar lImu Figh Ushul FighYogyakarta: LESFI, 1994,
him. 116

» Muhammad Syafi'i AntonioBank Syari'ah Suatu Pengenalan Umulakarta: Tazkia
Institute, cet. 1, 1999, him. 217.

12 Ghufron A. Mas’adiloc.cit.
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Ketiga, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak diamu
orang lain yang mengutanginya. Lalu terpaksa ia bedinbarang tidak secara
tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada pémedaama dengan harga
yang lebih murah secara tunai, sehingga ia menkipatang yang
diperlukannya. Yang demikian ini dinamakabai’ al-inah. Praktek
mudayanahseperti ini menurut sebagian besar fugaha hukuntiogk sah
karena ini merupakan tipu daya atallah untuk melakukan riba.

Keempat,ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun m@#imb
barang yang tidak tunai tersebut menjual barargehert kepada pihak lain
secara tunai. Transaksi ini menurut sebagian fugakamnya boleh. Kecuali
jika pihak ketiga tersebut bersengkokol denganysertama.

Kelima, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berutang
sejumlah uang untuk membeli suatu barang terteRthak kedua tidak
bersedia mengutanginya dalam bentuk uang namuedarmengutanginya
dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihakukeshembelikan barang
tersebut di toko dan mengutangkannya kepada pihaitampa dengan
kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlaimtkegan tertentu
yang disepakati. Praktek ini dinamakalkmurabahahdan merupakan salah
satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan olembgekan syari’ah
sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbakdavensional.

Utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bakda’awun
(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kéimnnya. Sumber

ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kaahyerukan prinsip hidup
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gotong royong seperti ini. Bahkan al-Quran menyelmiutang untuk
menolong atau meringankan orang lain yang membatuldengan istilah
“mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik”.
$10p 28 5t 05 0 et Gas Lopp i 2o 8 0115 20
Artinya: “Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan
utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan
(balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan
memperoleh pahala yang banyafQS. Al-Hadiid: 11)
Adapun syarat utang-piutang adalah sebagai befikirertama,
karena utang-piutang sesungguhnya merupakan séfamsiaksi (akad), maka
harus dilaksanakan melalyjab dan gqabul sebagaimana jual-beli. Masing-
masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakagaimdak hukum dan
berdasarkanradah (kehendak bebas)Kedua, harta benda yang menjadi
obyeknya harusmal-mutagwwim Mengenai jenis harta benda yang dapat
menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaangpendli kalangan fugaha
mazhab. Menurut fugaha mazhab Hanafiyah akad uiariigng hanya
berlaku pada harta bendal-misliyat yakni harta benda yang banyak
padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbandgakaran dan satuan.
Sedangkan harta bend&gimiyyattidak sah dijadikan obyek utang-piutang,
seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan sam-Menurut fugaha mazhab
Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa setiagrta benda yang boleh
diberlakukan atasnya akashlam boleh diberlakukan atasnya akad utang-

piutang, baik berupa harta beramlamisliyat maupunal-gimiyyat Pendapat ini

didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW, di manawglernah berutang

13 Departemen Agama Republik IndonegifQuran dan Terjemahnyap.cit. him. 902
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seekorbakr (unta berumur 2 tahunkKetiga, akad utang-piutang tidak boleh
dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utantpg itu sendiri yang
menguntungkan pihakmugridh (pihak yang mengutangi). Misalnya
persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apdpemtuknya atau
tambahan, fugaha sepakat yang demikian ini hardmrhnya.

Adapun beberapa hukum berkaitan dengan utang-giutzchalah
sebagai berikut:

Pertama, akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan.
Misalnya apabila seseorang mengutangkan satu kitmlygn kepada orang
lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikamgridh (orang yang
mengutangi), dammugqtaridh (orang yang berutang) menjadi pemilik atas
barang tersebut sehingga ia bebas bertasharrufyataldal ini sebagaimana
berlaku pada akad jual-beli, hibah, hadiah.

Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di temgaid a
berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilsédsan di tempat lain
sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkakosngtau sepanjang
disepakati demikian.

Ketiga, pihak mugtaridh wajib melunasi utang dengan bargaug
sejenis jika obyek utang adalah barahgnisliyyat atau dengan barang yang
sepadan (senilai) jika obyek utang adalah baergmiyyat.la sama sekali
tidak wajib melunasi utangnya dengamn (barang) yang diutangnya. Pada
sisi lain pihakmugridh tidak berhak menuntut pengembaliain (barang)

yang diutangkannya karena barang tersebut tellpéerdari pemiliknya.
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Keempat,jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelhmas
utang, maka pihaknugridhtidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh
tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan walkau dempo
pengembaliannya, menurut fugaha Malikiyah pelunagang berlaku sesuai
adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang mamisatu kwintal padi
tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan wdag-piutang padi
dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika paienniuqtaridh wajib
melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adeerttl, maka waktu
pelunasan utang berlaku semenjak pihaRkuqtaridh telah selesai
memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tuganny

Kelima, ketika waktu pelunasan utang tiba, sedang pimnakjtaridh
belum mampu melunasi utang, sangat dianjurkan ajkian Islam agar pihak
mugqgridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjakiu wa
pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntlinpsannya. Pada sisi
lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pimakqtarid menyegerakan
pelunasan utang, karena bagaimanapun juga utatahambuah kepercayaan
dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikanejpastasnya dibalas dengan
kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

Selain itu bentuk penyelesaian utang piutang dalaal bel
perbakalandi tiap toko mengandung konsekuensi yang berbdidajaranya
yaitu:

1. Bagi Toko Samudera Abadi dengan menyandar peraltal, it

diperbolehkan dalam kajian hukum Islam, akan tetgeimberian
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kelonggaran dan tempo yang jelas lebih disarankatand Islam
sebagaimana uraian tentang utang diatas. Di dalaunh Islam
sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus tentangrestasi, akan tetapi
ada beberapa hadist yang terkait dengan larangaminda pembayaran
utang. Sebagai mana sabda Nabi Saw:

(s )l o)) rﬁ’ 6*5‘ s

Artinya: “Melambatkan pembayaran piutang padahal ia
mampu termasuk dhalim(HR. Bukhari Muslim).

Di dalam hadist tersebut dijelaskan, apabila damalperjanjian
ditentukan batas waktu pembayaran, maka debitubwagmenuhi ketika
ila sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. |stl@mganjurkan
penghormatan terhadap perjanjian, karena melihatggrahnya yang
positif dan peranannya yang besar dalam memelil@aadamaian.
Kemudian menjalin hubungan dengan manusia dengdqg teenepati
janji adalah wujud dari sempurnanya keadilan datuslambang keadilan.
Sedangkan bagi kreditur wajib memberi waktu tenipetika seseorang
yang berutang belum mampu melunasi utangnya sebagai penuturan

Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 280:

804
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Artinya: “Dan jika (orang berutang) itu dalam keadaan
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
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semua utang) itu lebih baik jika kamu mengetahi@s.
Al-Bagarah; 280

2. Bagi Toko Hasil Laut mereka akan menaikkan hargeghléinggi tanpa
meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihalahpe Menurut
hukum Islam dengan dalih apapun model sepertiidgaiktboleh, karena
dalam akad jual beli harus terjadi kesepakatanabssdan saling rela,
tidak boleh satu pihak memaksakan pihak yang Menurut Imam Abu
Hanifah, hak kepemilikan dalamQiradh menjadi kukuh dengan
menerimanya. Apabila seseorang berutang satu maoduga dan telah
menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum merjagang tersebut
dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang naggguneminta
mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hakrkibkan telah keluar
dari yang mengutangi dan ia hanya mempunyai tumtutialam
tanggungan orang yang diutangi yaitu hal yang sap&dkan asli barang
tersebut.

Setiap Qiradh harus yang mendatangkan manfaat Imam Hanafi
berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukamhgram jika
penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yangguotangi dan sama-
sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan malaktepa-apa. Dengan
demikian seorang yang mengutangi tidak boleh mebgamanfaat
barang gadaian tatkala disyaratkan oleh yang mangut Jika tidak
disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekdtardeenan kecuali

yang utang tadi mengizinkan maka baru diperbolehi&eperti yang

% bid, him. 70
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tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian keedgerkata: “Tidak

halal meskipun orang yang utang (menggadaikan) ragkam izin

dengan pengambilan manfaat dari barang gatlai.

3. Bagi Toko Rejeki mereka akan menyetop pembepearbakalankepada
perahu dan meminta prosentase dari hasil peranuméacka hanya akan
memberikan perbakalan jika pihak perahu membayar kontan setiap
pembelian. Menurut peneliti penyelesaian sepeitisah dalam hukum
Islam, karena pemberi utang dalam hal ini berhddktimemberikan utang
karena kemampuan yang dimiliki.

Karena pada dasarnya hak seorang pemberi utareghadal

a. Menagih utang kepada pengutang.

b. Orang yang berpiutang berhak menegurnya bila demgerlu.

c. Orang yang berpiutang berhak mengajukan urusangadke hakim
(pengadilan) bila mana orang yang berutang malaskumembayar
utangnya.

d. Orang-orang yang mengutangkan wajib memberi terago dpabila
orang yang berutang belum mampu untuk melunasgosan™

Akan tetapi Islam tetap menganjurkan untuk memkeionggaran
kepada pihak yang utang, sebagaimana analisispii@ai toko Samudera

Abadi.

Apabila pihak toko yang meminta bagian sama deisgéun bagian

jurag (karyawan) dari pihak perahu sebagai kompensamngutyang

!> Ghufron A. Mas’adiloc.cit
' Ahmad Azzhar Basyitiukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadgandung: PT Al-
Ma’arif, 1983, him. 42
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mereka tanggung terlalu banyak, dengan tidak mengken pada
tanggungan utang yang dimiliki oleh perahu makadtmasuk riba.

Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalaaal akau jika hal
itu telah menjadi‘urf (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab
Hanafiyah adalah boleh. Fugaha Malikiyah membedakamg-piutang
yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutangih (al-gardh). Dalam
hal utang yang bersumber dari jual beli, penambgienbayaran yang
tidak dipersyaratkan adalah boleh.

Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak adien]
kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. Pealaamb pelunasan
utang yang diperjanjikan olemugtaridh (pihak yang berutang), menurut
Syafi'iyah pihak yang mengutangi makruh menerimangadangkan
menurut Hanabilah pihak yang mengutangi dibolehkanerimanya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

Glai s e L OSLLLJB g &I o) dlas o e o
(S o)) (33039
Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; ...dan Nabi ada

utang pada saya maka beliau membayar (utangnya)
padaku dan melebihkan unttik@HR. Bukhori)*’

Sedangkan dalam hal utang-piutang anaifgéardh) penambahan
pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidakjdign karena telah

menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnyaladaram.

7 Abdullah Ibnu Ismail Al BukhoriShahih Bukhorilsa Babil Himaby Mesir, t.th., him.
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Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikahanda
transaksi utang-piutang adalah menghindari unshba. riSeperti kita
ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung gablklum Islam lahir.
Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato saitdioteles dari Yunani
serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengeddmitas ini. Plato
berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan naamadi
ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutmlya,merupakan alat
eksploitasi golongan kaya terhadap golongan midkanangan terhadap
riba adalah merupakan suatu tujuan sentral darugegjaran moral yang
ada pada semua masyara¥at.

Firman Allah SWT:

222
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungah (QS. Ali Imran: 130)°

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah undatam

agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai SabdalR& Saw:

5 Z ~©
<

‘}é_e//}qﬁﬁy:&jw&\&&‘dngj\j:gjugﬁj
(ML,.:T @T O &,y 09)) L?;

8 |nstitut Bankir Indonesia,Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi
Operasional Jakarta: Djambatan, 2001, him. 45
19 Departemen Agama Republik Indonegi#Quran dan Terjemahnya, op.citim. 97
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Artinya: "Dari Ali r.a berkata, bahwa Rasulullah Saw bersapda
tiap-tiap utang yang mengambil manfaat adalah tesuka
riba”. (HR. Al Harist bin Usman)®°

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yarayaghitkan.
Imam Mawardi berkata: “Sesungguhnya riba tidak ldikan sama sekali
dalam syari’at”.

Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macanuy: yai
pertama riba nasiah yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengakhirkan
tempo mengembalikan utang yang telah disepakatjek@ang waktu
yang baru, baik berupa utang maupun barang penjuala

Yang kedua riba jual beli dalam macam barang: emas, perak,
gandum, canthel, garam, kurma. Riba tersebut jegags disebut riba
fadhl. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjesuke hal-
hal yang mengandungafsadahke ribanasiah). Sebagai contoh seorang
menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayakgmudian
dibayarlah dengan perak dengan takaran lebihudisithasuk ada unsur
riba.

Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Afdpu yang
mana merupakan riba orang-orang jahiliyah. Adapatam riba yang
kedua tersebut ditetapkan keharamannya dalam hadéetgan
mengkiyaskan kepada ribdNasiah dikarenakan ada unsur-unsur
penambahan yang tanpa ganti. Hadits juga mengharamiodel jual

beli dengan tempo (tangguhan bayaran) tatkala mabanangnya

20 Al Hafidh Hadjar al-AsyqgolanyBulughul Marom Surabaya: al-Hidayah, t.th., him.
176
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berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambalrbeli ini juga
sering disebut utang yang mengambil manfaat, dikdka@n mengganti
keaslian baran®:

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang unarkiliki
harta dan melipat gandakannya, asalkan diperolelsaimber yang halal
dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernahgewm harta,
namun sebagian sikap injil mengecam kekayaan, {pkaya tidak akan
dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekt& dapat menembus
lubang jarum”. Bahkan Islam justru menegaskan ‘iebaiknya harta
adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh”.

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dambsu yang
halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengaha legal sesuai
syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usahaagrisecara mandiri
maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja saemilik
modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingarg ysaling
menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus umasyarakat

Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristitendasar
yang terkandung dalam riBa:

1. Sifatnya yang berlipat ganda

2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.

2L Ghufron A. Mas’adipp.cit, him. 159

2 Syakir Sula,Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan isis@perasional
Jakarta: Gema insani, 2004, him. 138.

%% |bid, him. 141.
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3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor kidlrena bagi
pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkangaya dari
pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat t dapa
berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh adkdupan
manusia. Dampak negatif riba antara lain sebag#iuie
1. Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah dampak yang dkalkti
oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karea& saltu elemen
dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehinggakse tinggi
suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang aki@tapkan
pada suatu barang, kemudian selama itu dengan lkeyda Tingkat
penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkammpem
sedikit keluar dari ketergantungan berutang. Migalberkembang
seperti Indonesia berutang kepada negara maju pugskdengan
suku bunga rendah pada akhirnya negara terselug harutang lagi
untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadgwang terus
menerus.

2. Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secaila diil,
karena riba sama dengan memerintahkan kepada @aengupaya
mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yangirgamkan.

Dengan menetapkan riba berarti seseorang terselugahs
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memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti unt@aglangkan
semua orang tidak bisa memastikan usaha yang rikpta akan
mendapatkan keuntungan atau tidakSelain itu riba dapat
menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangaa lsamna

dengan sesama manusia.

Menurut peneliti, diharamkannya riba karena pedrudersebut
tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyunumatnya untuk saling
menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalam juga
menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal bality gntara debitur
dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkarakpikreditur,
sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Perkembangan selanjutnya banyak terjadi pihak pgerpérahu
lari dari tanggung jawabnya dan tidak mengembalikiéeng kepada
pihak toko, dan pihak toko tidak punya kemampuatukumenuntutnya,
Islam mengajarkan setiap utang harus dilunasi.

Lebih dari itu kelemahan dari sistem jual hmrbakalandengan
akad prosentase adalah tidak ada perjanjian trtlaln hanya dengan
unsur saling percaya, sehingga menimbulkan banyakarat bagi kedua
belah pihak. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi
ez K5 486 g J}\ Q) i 51 il 2l @ g

4282 Jidl es8

24 Subekti,Hukum PerjanjianJakarta: Inter Masa, 198flm. 21
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah
seseorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan
benat. (QS al-Bagarah: 282},

Dengan perjanjian secara tertulis akan mempuny&udtan

hukum sehingga tidak ada yang dirugikan dimasa atand.

% Departemen Agama RAIQuran dan Terjematop.cit, him. 44



